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BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 700 / KEP. 220 / VII / TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

BUPATI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaan negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong, perlu adanya upaya
pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian
Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Bupati Sorong Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam  huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sorong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Otonom di
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856},

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang
Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Riraokrasi Nomnr 82 Tahimn 2014 tentanc Pedaman



12.

13.

Memperhatikan : 1

Menetapkan

KESATU

KEDUA

(Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1813);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status
Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2101} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan
Penetepan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1863);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157});

.Surat Inspektur Kabupaten Sorong 00.5.3.1/261.1/2024,
Tanggal 30 Mei 2024, Perihal : Permohonan SK Bupati

di Lingkungan APIP.

.Berita Acara Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Tanggal 28 Mei 2024
MEMUTUSKAN :
Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi selanjuntnya

disingkat UPG pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong,
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

UPG sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis
dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung
penerapan pengendalian gratifikasi;

b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan

penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pegawai
Negeri/Penyelenggara Negara;

c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi;

d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan

usulan  kebijakan  pengendalian  gratifikasi kepada
pimpinan instansi;

f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak



KETIGA

KEEMPAT

h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan

pemberian gratifikasi; dan
melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian

i
gratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi.

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas
UPG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Dokumen = Pelaksanaan  Anggaran  Inspektorat

Kabupaten Sorong.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 23 Juli 2024

Pj. BUPATI SORONG,
ttd
EDISON SIAGIAN




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 700 / KEP. 220 / VII / TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

NO JABATAN DALAM KEDINASAN KEDUDUKAN DALAM TIM

1 = 3

1. Bupati Sorong Pembina

2. Wakil Bupati Sorong Pengarah

3. Sekretaris Daerah Pengarah

=k Inspektur Kabupaten Sorong ——

S. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sorong Wakil Ketua I

6.
Irban Khusus Inspektorat Kabupaten Wakil Ketua II
Sorong

7. Sekretaris Inspektorat ;

Sekretaris I

Kabupaten Sorong

=, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan Inspektorat Kabupaten Sekretaris 11
Sorong

9. | Auditor/Pengawas, Penyelenggara
Urusan Pemerintahan di Daerah Snggas

10. | Staf Inspektorat Anggota (Admin)

Pj. BUPATI SORONG,
ttd
EDISON SIAGIAN




